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Menimbang

Itderrgingat

: a. }:ah:,va dalar* I'angka peiaksanaa* pngadaarr
barang dan jasa daerah yang efektif, ef?sien
transparan, terbuka, trersaing, adil dan aku.ntabel,
per'lu mengatur kade etik sebagai perilaku pejabat
struktural da:r pejabat fuagsional; -

b. ]:ah*.a untuk meiaksaaakan keter-rtuan Pasal 25
ayat ili dan': ayat {2} Peraturan l-e:::baga Kebijaka*
Pengadaan BarangfJasa Fernei*tah Norr:*r 14
?a}:.un 2018 tentalg Unit Kerlia mengamanatkan
Unit Kerja Pengadaan BaranglJasa meriylr$u* dan
menerapkan Kode Etik yalrg ditetapkarr sleh
Kepala Tla"-ra}i"; /

c. i:ahu'a i:erdasarkai'i pertimbangan sebagair:cana
dimaksud pada hr:ruf a dan hur*i- b periu
rnenetapkan Peraturari tsr.ipati te*tang Kr:de Etik
Unit Kerja Pengadaan B*rar:g,/.Iaea Ferner"intah
Kahupaterr Barito Tir:rur; ,/

: 1- U*dang-Ur:daeg Ficm*r 5 ?*?x;n 2**2 t*iat*ag
Pembent-r"rkan Kabupaten Katingan, Kabupatei:
Seruyan, Kabupaien Sr-lkamara, Kabupaten
Lamandar.r, Kabupaten Gunung Mas, Kabupatea
Pulang Pisau, Kabupaten L{uru:rg Ra;ra dan
Kal:upater: Barits ?i*rur Ci Fr*si*si Kalir:t*,*tan
Tengah {Lembaran F{egara Repubiik Indcr:esia
Ta-hun 2OO2 Nomor 18, Tarrrbahar:. Lemlran'an
Negara- Republik indan*sia Nomor'4i8*): -.

2. Undang-Undartg Nornor 17 Tahun 2GG3 tentang
Keuanga:r Negara {Lembaral Negara Repr:blik
Indo;::.esia. Tahun 2GC3 Ncrrtor 47, Ta:izhahec
l,emlraran Negara Republik In<ioaesia Noraor a286);

3. undang-Unda{rg
Perbendal:araam

Nornor 1 ?abu:t 20C14 te:rta::rg
Negara {Lembaran Segara

Repubtrik ind ia Tahun 2**4 Norncr 5
TarnbaFrar Le
Norn*r a355];
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik trndonesia Tahun 2005 Nomor 85,
Tambahan Lembxan Negara Republik Indonesia
Nomor 4654);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2816 tentang
Perubahan Atas Unclang-Undang Nomor 11 Tahun
2OOB tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2A16
Nomor 251, Ta,rnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2AO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara
Republik indone sia Tahun 2OO8 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8a6|;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oi i tentang
Pembentukal Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik in<lonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201,4 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA l,lomor 6, Tambahan
Lernbaran Negara RepuLrlik Indonesia Nomor 5a9a|;

Undang-Undang Nomor' 23 Tahun 2414 tentang
Pemerintahan Daerah (LemLraran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah heberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Perubalran Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun ZAV tentang Pemeintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 292, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

5.

6.

7.

8.

9.

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4
tentang Pedoman Pengelalaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah:-rn 2At4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
553s);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah {kmLraran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A16 Nornor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5587); --

12. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2*19
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembatan
Negara Republik Ipdonesia Tahun 2O19...Nomo*'**';''- 

,

Tambahan Lembdian Negara Republik Ihdonesia i
Irr "--., . ,. . ,r. r:a r_i: :r;-?; i#s$r.li
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Menetapkan

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan BaranglJasa Pemerintah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 331; '

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahua
2OAO tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sslagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir derrgan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 ?ahun 2011 tentang Per'ubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indoaesia ?ahun 2Al1
Nomor 31Al; /

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
zOtS tentang Pernbentukan Unit Kerja Peagadaan
BaranglJasa dilingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543h

16. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018
tentang Unit Pengadaan/Jasa (Berita Negara
Republik Indnnesia Tahun 2018 Nomor 7671; c-'

17. Pemerintah Peraturah Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 3 Tahun 2l-16 tentang Perangkat
Da,erah {Lemba.rarr Daera}r Kabupaten Barito Tiinur
Tahun 2Ot6 Nomor 3tr, Tambahan lrmbaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28); -r'/

18. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun
2O11 tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah
Kabupaten Barito Timur fBerita Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2011 Nomor 17);

MEMUTUSI{AH :

PERATURAH BUPATI ?EI{TA}IG KODE ETII( UITIT
KERJA PENGADAAN BARAilE/JASA PEMERIITTAH
I{ABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I
I{ TE3{TUAX TIMU}I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasrrya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasaf Negata Republik Ind.onesia Tahun 1945.

3" Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

ssF{mA

ui'Lrsarl peraerintahan yang imenjadi



4. Dewan Perwakilan Raicyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Lembaga perwakilan ralryat daerah sebagai llflsu-r
penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Timur.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.

7. Perangkat Daera.h adalah unslli pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraa'n

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Pegawai Negeri Sipii y:ing selanjutnya disingkat PNS adalah wArga
Negara Indonesia yang rnernenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negetra secara tetap oleh pejabat pembiaa
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan-

9, Pejabat yang berwenang adatah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentianpegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan pefaturan perundadg-uhdangan-

1O. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
adtuinistfasi pemerintahan dran pernbalguoan-

ll.Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yarrg
menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.

12. Jabatan Felaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil
negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat
Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Perangkat Daerah.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA

adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk rnelaksanakan sebagian
Kewenangan PA dalam melaksanakan sebagtan tugas dan fuogsi
Perangkat Daerah.

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selaajutnya disingkat PPK
adalah Pejabat yang diberi kewenangan oieh PAIKPA untuk
mengambil Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluarall allgga-ran belanja Daerah-

16. Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah :

a. Pejabat Administrasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

b. Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. Pejabat Fungsional Fengelolaan Fengadaan BaranglJasa.

17. Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang selarrjutnya disingkat BPBJ
adalah bagran Pengadaan BaranglJasa Kabupaten Barito Timur
yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barangljasa.

18. Kelompok Kerja Perencana.an dan Pembinaal yarlg selanjutirya
disebut P<ll1ia Perencanaan dan Pembinaan adaiah tim yang terdiri
atas Pejabat Pelaksana Pengelola Pengadaan danlatau Pejabat
Fungsional Pengelola Pengadaan yang bertindak sebagai fasilitator
perencanaan dan pembinaan pengadaan yang bertugas untuk
melaksanakan perencanaaa dan pembinaan pengadaan
barang/jasa.

19. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja
Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh
Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/J Pernerintah Kabupaten.,.,...,,,. .

i. !
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Barito Timur untuk mengelola pemilihan



2O. Unit Kerja Pengadaan Ba,r'ang/Jasa yallg seianjutnya disingkat
UKPEJ adalah Unit Kerja pada Pemerir.tah Ka.bupaten Baritc ?imu-r
yang menjadi Ptrsat keungguian Pengadaan Barang/Jasa.

21. Layanan Pengadaan Secara Eiektronil< yallg selanjutnya disingkat
l,dSg aCatah l,ayana* Pe*gadaan Sece.ra Elektc*ik Pemerirrtah
*aerah Kabupalen Baritc Timur Sub Bagian Layanan Pengadaan
barang dan Jasa.

22. Penga<laan Barang/Jasa Per*eintah ya*g selanjutnya disebut
Pengadaan Barar:gf Jasa adaiah kegiatan r:ntuk rnernper*treh
barang/iasa oleh Perangkat Daerah yarig prosesnya dirnulai dari
perenca-$aan kebutu.han sarrrpai diselesaika:xrya seh-rn-rkr

kegiatan uatr.lk merrtperoleh S:arangljasa.
23" Penyerjia tsaranglJasa adaiatr badan i-:saha a.tau orang tr:erseCIrarigarl

yang memiliki kualilikasi untuk men]'ediakan barang/pekei'jaan
kslnstruksiljasa konsulta"si/jasa lainnya.

24. Barang adala.h setiap be*da tlaik berwujr.rri trlaupun tidak
berw"idud, bergei'ak rflaupiili tidak bergerak' 3ra-ng dapat
diperdaga.ngka*, dipakai, dipergunaka-n atau dimanfaatlcan
pengguna barang"

25. trekerjaan Konstruksl adalah keseluir:han atau sebagian kegiatan
yang :neliputi pembangunall, pengsperasian, pernbongkarae dan
pe*:ba-r:gunan kembali suatu ba-*gurrae.

26. Jasa k*nsultasi adalah jasa layanaa profesional 3'ang
membutuhkan keahlian tcrtentu diberbagai bidang keitrs::uan yang
slengutarnakan adanya olah pikir {brairzu'are} "

27. Jasa Lainnya adalah .iasa non-konsu.ltasi atau jasa yal1g

meurbutuhkan peralatan, metorioi*gi khusus, danrlalsr:
ketei'ampila"r: riaiart sr.ratu sistera tara kei+la 3ar.rg telah dikenal l*as
didunia usaha untr-:k crerryelesajkan suatu pekerjaan.

28. Dokumen Pengadaan adalah d*kumen yang ditetapk'an oleh
Pejabat Pengadaanl Pokja UKPzu yang memrrat inforsnasi dari
ketentr-ran yang irarus ditaati clth para pihak dalam prcses
pengadaan bara"ng/jasa.

29. Koi*ite Etik Peagelola Pengadae.r: Barang/Jasa Daera.h. ya$g
selanju*:rya disebt-.rt K*r:rite Etik adaiah K*rnite yarrg rxeniiai rtornla
perilaku pengeloia pengadaan barangljasa.

3O. Kcde Etik Pertgel*la Pengadaa"n Barang/Jasa yang sel,anjutrrya
di*ei:r,ri Kode Etik adatrah ncrrsla perilaku Pejabat Administrasi
Fejabat Fungsional Per:gelola Pengadaan EaranglJasa dan Pejabat
Pelaksana Pengeloia Pengadaan Barang/Jasa- diiiagkungan
Pemeriata-h Kab'r..ipaten Barito Tirrlr:r"

BAB E3

FHTH$IP PEIS*ADAA.H SAEAEG/JASA

Per:gadaan Barangf Jasa
a" ei?sien;
b. efektif;
c. transpa.ran;
d. terbrrka;
e. l:ersaing;
f. adil, dan"r
g. akuniab*l.

trasal 2

menerapkan prinsip sebagai berikut :

&:/
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{)\ Makna dari prinsip sebagairnana dimaJ<sud pada ayat {1} adaiah:
a" ef,sien mempur:;rai makna bahwa pengadaan barangljasa harus

diusahakan dengan me*ggunakar: dana dan daya yar:g
minirm-rm r.:ntlrk ::nencapai kualitas dan sasaran daiam waktu
yang ditetapkan atau rnenggllnakan dana yang telah ditetapkan
untrrk rnencapai hasil da:r sasaran dengam k*.alitas yang
rnaksimum;

t]" eiektif mei:npunyai makna trahqra pengadaarr barxtg/jasa harus
sesuai dengan kebutuhan dan sasarail yang tetrah ditetapkan
serta memberikan maniaat yang sebesar-besa-rnya;

c. cransparan mempu*yai ffiakna bahrxra semll.a ketesrtua* d*.n
infarrnasi pengadaan l:ara*g/jasa bersifat jelas dan d-apat
diketahr:i cleh penyedia barangljasa yang beri:ninat se:-ta cieh
masyarakat pada urnltmnya;

d" terbuka m€mpunyai makna h'ahwa pen.gaclaan baraagrrjasa
dapat diik-uti *trekr semua pen-vtdia barareg/.|asa 3"artg me*te:uuhi
persyaratan atanr kriteria tertentu berriasarkan ketentr.lan dan
prosedur yang jelas;

e" bersaing mempr-rnyai makna bahwa pengadaan ba.rangf-lasa
ha:ts dilakuka:: melalui persaingan yang sehat di antara
sebanyak mungkin penyedia barangljasa yaftg setara dan
menlenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa
yang ditarvarkan secara kornpetitif dan ticlak ada interver:si 3rang
mfngga$ggu tercip{anya mekanisme pasar dalam per:.gadaan
barangljasa;

f. ariil/tidak diskrirninatif mempr.:.rryai rnakna bahw*. merrrberikan
perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa
dan tidak nlerlgarah untuk rnemberi keuntungan kepada pihak
tertentu darr ietap r*.emperhalikan k*pentir:gaa aasi*na1; d**

g" a&untabel rnertpuryrai rnakna hanrs sesuai dengan af-urer: d*n
ketenf,ran yang terkait dengan pengadaan barangljasa sehingga
dapat dipertan ggun gj arvabkan.

BAS ITT

KSDE E?TK
Bagiaa Keeatu

Kewqiibae

Pasal 3

Pengelcla pengadaa:r Lraraag dan jasa daiarn peiaksacaan
pengadaan traraag t'ja*a wajib mer$enllhi kcde etik sebagai berikut :

a. melaksanakarl tuga6 secara tertib, disertai rasa tanffiung jawab
untuk rflerrcapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan
pengadaan barang/jasa;

b. bekerja secara pr*fesional, :na-:ldiri dan rnenja"ga kerahasia-a;t
iriforrnasi yang rrienurut sifatnS.a ltas-us dirahasi*kan untuk
mencegah penyimpangan pengaCaan baracgljasa;

c. tidak saling mempengaruhi tlaik langsung maupun tidak
langsung y"ang berakibat persaingan tidak sehat;

d. rnenerima dan berta*ggr.rngiawa-b a.tas segaia keputusaa yarlg
ditetapkan sesuai dengar: kesepakatan tertulis para pihak;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan pare. pihak yartg terkait, baik sec&ra langsung
rnai.lpull tidak iangsung y-a.r:g berakibat persai*gall r:saha tidak
sel:at dalam pengadaan barangljasa;

f.

{1}

keboc*ran



t j?

g" menghindari cian mencegah penlraiahgunaarr 'wewenang

Can/atau kclusi; dan
l:. tidak mentrima, tidak menawarkan a{au tidak r*enjanjikar:

u*tuk mernberi atau *lenerima hadiah, imbala:r, rabat dan apa
saja cari atam kepaca siapapun yang ciketahui atau patut
diduga berkaita* dengan pengadaan barangljasa-

Fertentangan kepentingan pihak yang terkait *ebagairna::a
d.irnaksud pada ayat {1} hui'ufl*, dalam hal :

a. direksi, Dewan Kamisaris atau persnnil inti pada ba"dan usalta,
merangkap sebagai Direksi Sesra* Kcrcisaris, ata* perscnil inli
pada badan usaita iain yang mengikuti tender/*eleksi ya*g
sarra;

b. konsultar perencanafpengara'as dalarn pekerjaa* konstruksi
bertindak sebagai pelaksana pekerjaan k+nstn:ksi yat:'g
direncanakanrqva/diawa*inya, kec*ali dalan: pelaksanaa.n
pengadaan pekerjaan terintegrasi;

c. konsultan manajerneri konstruksi berperan sebagai konstrltan
perei).earra;

d. peap-lrusfrnanajer koperasi rnera::gkap sebagai PPK/P*kja
Per*ilihan/Pejabat Pengadaa* pada peiaksa*aan pengada-a-n

barang/jasa di Perangkat Daerah;
e. ppklpokja Pemilihan/Fejabat Pengadaan baik iatgsung rnallplrn

iidak tra:rgsung mengencialikan atan-r crerrjalalker:. bada-r: r:.sa-trra

Penyedia; dan atau
f. beberapa barlan usaha y*rig mengikuti Tender/selek*i yang

sama? dikenda-likan i:aik trangsung malrpllll tidak iangsung oleh
pihak yang sarrla, dan;atau kepemihl<an saham:rya lebih dari
5O% {lima puiuh perserr} dikuasai *Xe}: pen:egang sahar* yalrg
safila"

Bagian leedqa
Laraaga*

Pasai 4

Setia-p Pengelola pengadaan baraag/iasa dalarn srreiaksanakan
tugas terkait pengadaan barangljasa dilarang :

a. meminta danfatau menerima irni:aian dalarrt beat'.rk apapllll
dari pen3,,edia barangljasa atau wakilnya baik langsung maupun
tidak larrgsung atau per-usahaan Jrang mempuriyai a5?liasi deng*-tr
penyedia barang/jasa;

b. memberikan fakta, data dan irrf*rmasi yartg titiak ?:ena:"

dan/atati segala sesuatu i,'aflg beium pasti atau dipr-ri-i:skan;
c. mengglrnakan fasilitaslsaraila kantor untuk kepentinga*

pribadi, kelcmpok dan/atau- pitrak lain;
d. melakukan neg*siasi, pertemua-:r Canlatau pembieas'aan d*ngan

penyedia barang/jasa, k.r:asa atan: rvakilnya bails langsr-:.ng
malrpt-lrr tidak langsung atau perusahaan yang mempun3rai
afiliasi dengan penyedia barang/jasa ditruar kar:tor baik dala*:
jarri kerja rrrallFurl' di luar iam kerja;

e" melaksanakan prases pemilii:an pcnyedia bara*gfjasa yatlg
diskriminatifl pilih kasih;

t raeiakukan pertemuarr dengan per:.yedia i:araag/jasa ya:rg
sedang mengiku'ii prases E- Tendeti*g, lela-ng, daszlatau seleksi;

g. mengadakan k**rpsi, koh.l*i dan *ep*tisme dengan pil:ak
Peraagkat Saerah daiarn pe1
l^*.
Lliatt,

.,.pengadaan Barangf"*F*m'3*



h. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan
kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau x'ekilnya baik
trangsung maupir-rrr tidak langsung atau perueahaan yang
memprrnyai afiliasi dengan penyedia barangljasa atam
masyarakat.

E"*B fiT
I{T}*IITE KG[}E FTTK

tsagian Kesatu
Kedudukan, T:iga.s, Keweaa*garr daa ?anggung jawab.

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 5

Komite Etik berstfat *.d?wc sebagai kornite perrgawas perilaku pejabat
stmlrlural dasr pejaba"t fungsicnat UKPBJ berkeduduk;r:r di bawai: dan
bertanggung ja*.ab kepada tsupati rnelalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
n__^_r ugii.ri

Fasal 6

Komite Etik mempunyai tuga"s melaksanakan pengawasart periiaku
pejabat struktural dan pejabat fungsi**al UKP&J berdasarkec k*de etik
sei:agaimana dintaksucl dalarn pasai 3.

Paragrai 3
Keweaar:ga*

Pasal 7

{1! Untuk melaksanakan tu-gas sebagaimana dimaksud daiam pasal 5,
Kamite Etik berwenaeg:
a" n:eiaksanakan pengawasafi }*.:-rgsung ieri:adap perilaku pejai:at

stn:kturai dan pejabat fungsional UKPBJ;
b. menerima pengaduarrlkeluhan dari penyed.ia barangljasa, UI{FBJ

dan jajarannya' Unit Kerja Teknis Can/atau masyar:aka.t;
c- merigumpulkan da"n/atau mencari tahu fakta, data dan/atanl

informasi terkait pengariuanI keluhan yafig diterinta;
d. mengolah danlatau menganalisa pengad.uanlkeluhan ya$g

cliierirna;
e. rrrelaksanakerr perrrarrggilaa terhadap pejaba,t sfrr:k{ural d*-r:

pejatrat fungsi*nai UKPBJ dan pihak 'ierkait seperti pelapar dan
saksi;

f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduat/ketruhan yang
diterima;

g. menilai ada/atau tida.knya pelanggaran k*de etik clela pe.jabat
struktural rian/atau. pejabat fr.rngsionai UKFB.i baik yang
dilapcrkan oleh pei'ryedia barangljasa, k*asa atau wakilnya baik
langsung maupun tidak langsr-rng atau perusahaan 3-aflg
memp*nyai a{iiiasi dengan peayerlia baraag/jasa atan: r*asyarakat
da-n/atau yarrg dipertanyaka
fungsional UKPBJ;

iaban stqriktur#=dstr-pej ab3i
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h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggarart kode etik yang
dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional
UKPBJ untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan
kewenangan untuk memberikan hukuman bag pejabat struktural
dan/atau pejabat fungsional UKPBJ; dan

i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggrrng jawabnya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) La.poran Komite Etik kepada Bupati mengenai orang pribadi pejabat
struktural danlatau pejabat fungsionat UKPBJ bersifet rahasia.

Paragraf 4
Tanggung Jawab

Pasal I

Sesuai dengaa tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 dan pasal 6, Komite Etik bertanggung jawab atas:
a. terlaksananya pengawasan perilaku pejabat struktural dan pejabat

fungsional UKPBJ berdasarkan prinsip dan kode etik sebagairr.ana
dimaksud pasal 2 dan Pasal 3;

b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dirnaksud dalam
pasal 3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh perilaku pejabat
struktural dan pejabat fungsional UKPBI; dan

c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan
atas perilaku pejabat strtlktural dan pejabat fun$sional UKPBJ.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 9

{U Komite Etik terdiri dari 5 {lima} orang dengan susunan keanggotaan
sebagai berikut:
a. 1 {satu} orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-<lf{icio

oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur;
b. 1 {satu} orang Sektretaris merangkap anggota dijabat secara ex-

officio Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Timur; dan

c. 3 {tiga} orang anggota, yang terdiri dari :

1) Kepala Inspektorat Kabupat€n BArito Timur;
2l Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangarl Sumber Baya

Manusia Kabupaten Barito Timur; dan
3) Kepala Bagran Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa,

Seretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.

{21 Apabila yang diduga danlata,u yang diadukan melaksanakan
pelanggaran kcde etik adalah berasal dari keanggotaaa Komite Kode
Etik maka dalam tugas dan u/ewenang komite etik tidak diikut
sertakan dan diganti oleh l(satu) orang tambahan anggota unsur
LPSE yang ditetapkan oleh Ketua Komite Kode Etik.

Bagian Ketiga
Masa tugas, pengangkatan dan pemberhentiaa

Pasal 1O

Masa tugas Komite Etik selama 3 "ifipaE-ffik
i.....r-:.:a.:5@r!ii

.i. r fl\/t i,.,,]:u:q] l

.fi-*js ib i

kembali pada masa periode beriku



c.
d.
e.
f.

Pasal 11

Pengangkatan dan pernberhentian Komite Etik ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik diusulkan oleh Asisten
Perekonomian dan Pemb€Lngunan selaku Sekretaris Komite Etik.

Pasal 13

Anggota Komite Etik diberhentikan apabila:
a. memasuki usia pensiun;
b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;

habis masa tugas;
tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menaleun;
rneninggal dunia, dan
menjadi tersangka atau terdakura atau terpidana.

Bagran Keempat
Honorarium

Pasal 14

Anggota Komite Etik diberikan honorarium yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat {1} didasarkan pada
tugas/kegiatan yang ditangani herdasarkan penelitian pendahuluan
Sekretariat Komite Etik.

BAB V
PEMERIKSAAT I(EPITTUSAI{

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 15

{U Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarlrka.t, laporan
SKPD/UKPD teknis, media massa, dan/atau pihak lain diluar
UKPBJ dilakukan dengaa mekaaisme sebagai berikut :

a. sekretariat Komite Etik rnen5rusun telaahan atas pengaduan
yang diterima dan menyampaikan kepada Ketua Kolnite Etik;

b. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang
dipersiapkan oleh Sekretaria.t untuk membahas pengaduan;

c. rapa.t Komite Etik membahas dan memuat kesimpulan apakah
pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan;

d. apabila tidak layak proses penanga.nan pengaduan dihentikan
dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak
pengaduan;

e. Apabila layak pfoses penanganan pehgadlran ditiadaklanjUti
dengan pemeriksaan oleh Sidang Ksmite Etik, dengan :

1) pemang$lan parra pihak;
2l pengumpulan bukti; dan
3) pemeriksaan bukti.

(1)

{21



f. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti y"ttg -td3
Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak
pelanggaran terhadaP kode etik.

g. npabG dipuruskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi
pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam putusannya Komite
Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pejabat
struktural dan/atau pejabat fungsional UKPBJ yang melanggar
dapat berupa :

1) teguran tertulis;
2l mutasi dari UKPB.I;
3) penghentian tunjangan kinerja daerah paling ktrrang 3 (tiga)

bulan; dan
4l rekomendasi pemberhentian jabatan.

h. Keputusal Kon:ite Etik dilaporkan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten
Ferekonomian dan Pembangunan untuk diambil keputusan; dan

i. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi
berdasarkan keputusan komite etik.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikenakan
berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik bersifat bertingkat dan
dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beherapa sanksi
sekaligus.

Bagran Kedua
Pemeriksaan atas dasar temuan

Pasal 16

(1) Pemerikszian atas dasrer tetnuan dilnkukan oleh Koinite Etik
dan/atau hasil temua:: lembaga pemeriksaan yang dibentuk oleh
peraturan perundang-undang:rn dengan mekanisme sebagai berikut;
a. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang

dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas hasil temuan;
b. ra-pat Komite etik membahas dan membuat kesimpulan apakah

hasil temuan layak
pemeriksaan;

atau tidak layak ditindaklanjuti dengan

c. apabila tidak laYak Proses
r.-r dan diberikan Penjelasan

penanganan hasil temuan dihentikan
tertulis yang patut kepada Pihak

\Ifakil Bupati ,

untuk diambil

pengaduan;
d. apabila layak proses penarlganan hasil temuaa ditindaklanjuti

dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan;
1) pemanggilan para pihak
2l pengumpulan bulsti; dan
3) pefiieriksa;rn bukti

e. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada
Komite Etik memutuskan dnn menetapkan ada atau tidak
pelanggaran terhadap kode etik.

f. Apahila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi
pelanggaran kode etik maka dalam putusanreya Kode Etik harus
mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pejabat struktural
dan pejabat fungsional yang melanggar dapat berupa :

1) teguran terfulis;
2) mutasi dari UKPBJ;
3) pengheatian tunjangan kinerja daerah paling kurang 3 {tiga}

bulan; dan
4) rekomendasi pemberhentian jabatan.

g. Kepufusan kode etik dilaporkan kepada Bupati,
Sekretaris Daerah dan Asisten grp*Itbi$ensi

LI D

keputusim; dan



h. tsupati atar-r pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian
sanksi berdasarkan putusan kode etik.

{2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hunrf {f} dikenakan
berdasarkan tingkat pelanggaran kode efik tidak bersifat meningkat
dan dalarn satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa
sanksi sekaligus.

BAB VI
SAI{I{SI

Pasal 17

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa:
a. pemberhentian dari jabatan struktural dan jabatan fungsional;
b. penghentian tunjangan kinerja daerah paling kr-rrang 3 {tiga} bulan;
c. mutasi dari UKPEIJ; dan
d. teguran tertulis.

BAB VII
SEKRETARIAT

Pasal 18

Untuk rnemperla*car pelaksanaan tugas Ksmite Etik dibentuk Sekretariat
secara Ex-officio bertempat di Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 19

Sekretariat Komite Etik mempunyai tugas :

a. menJrusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Komite Etik;
b. melaksanakan surat-men5rurat komite etik;
c. melaksanakan persiapan rapat*rapat komite etik;
d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan komite etik;
e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang komite etik;
f. mempersiapkan pr.ltusan komite etik;
g. mehgafsipkan hasil sidang dan keputdsan sidang koraite etik;
h. men3rusun laporan komite etik, dan
i. melaksanakan tugas yang diberikan Kotnite Etik.

Pasal 2O

Surat Sekretariat ditandatangani oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan selaku Sekretaris Komite Etik.

BAB VIII
PEMBIAYAAH

Pasal 2 1

Anggaran belanja Komite Etik dibebankan pada Anggaran Belanja den
Pendapatan Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian
Pengadaan Brarang dan JaSa.



BAB ffi
I{ETEISTUAI{ I-ATS.I"AIH

Pasal 22

Kode etik yang diatur daiarn Peraturan Bupati ini berlakr: pada setiap
orang yarrg menjaCi aarasumber dana atanr tenaga ahii yang
diperbaatukan di UKPB.J oleh UKPBJ"

Pasal 23

Dalam rangka pe:regakan hukum kcde etik bagi setiap pejabat struktrral
dan/atau pejabat fungsional UKPBJ, setiap pejabat struktural danfatas
pejabat fungsional UKF&J danlatau naraslrmber danlatae tenaga ahli
berke*.ajiban raenyarnpaikan kepada Kor:aite gtik apabila terjaCi
petranggarai-r danf atau potensi pelaaggara:: k*de etik.

BAB X
K TE$?UAI'I PEISU?UP

Pas*l 24

Feratr-rran Bupati ini mi-rlai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crarig rnengetahuinya, mer*ericitahkan pe*gunctrangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeralt
Kabupaten Baritc Timur.

Ditetapkan di Tamiang tayang
pada tanggal te, Jul,t 2C1g

Diundangkan di ?amiang Layarrg
pada tanggal la $ryr 2S19

SEKRETARIS DAER{H
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ESI{OF

BERITA DAERAI-I KABUPATEI\i BARITO TIMUR TA}IUN Z*Lq NOMOR B

r;,rii1,,!l'; 
$

- ..i 
"::*itij5riii@:

lrn:<m,a i

k


